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Abstrak 

Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan kekerasan terhadap anak 

meningkat dari tahun ke tahun. Diantara beraneka macam bentuk kekerasan, kekerasan seksual 

dianggap menyisakan luka yang berat bagi korban khususnya anak. Berbagai upaya pemerintah 

telah dilakukan untuk memulihkan luka korban melalui pemenuhan Hak Anak sebagai korban 

kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan. Namun Fakta 

diberbagai tempat menunjukkan bahwa terdapat kendala dan hambatan sehingga korban anak 

tidak mendapatkan haknya sebagaimana telah amanatkan Undang-Undang. Oleh karena itu 

penelitian ini akan mengkaji tentang pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di 

Wilayah Tapal Kuda serta kendala apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum. Dengan 

Menggunakan metode normative empiris yaitu membandingan ketentuan yang terdapat 

didalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi riil dimasyarakat, khususnya 

penegakan aparat hukum, diharapkan mampu memberikan deskripsi yang riil antara das sein 

dan das solen.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi 

dengan harapan mampu memberikan rekomendasi sebagai jalan keluar.  

Kata kunci : Pemenuhan Hak Anak, korban kekerasan seksual 
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(home visit), memberikan bantuan ahli psikologis untuk membantu memulihkan guncangan 

psikologis korban dan menyediakan rumah aman (selter). 

F. Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulan bahwa 

1. Pemenuhan Hak Anak korban Kekerasan Seksual di Wilayah Tapal Kuda secara khusus 

maupun wilayah lain pada umumnya meliputi 3 hal yaitu upaya prefentif, upaya represif 

yang meliputi selama persidangan dan pasca persidangan. Upaya prefentif merupakan 

amanah dari Undang-Undang Perlindungan anak yang meliputi Memperoleh 

perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan juga harta benda serta bebas dari 

ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan telah 

diberikan. Adapun aparat yang bertugas melaksanakan tugas prefentif ini meliputi 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upara represif selama persidangan dan 

pasca persidangan menekankan pada bagaimana memperlakukan anak korban didalam 

persidangan serta apa saja yang menjadi hak korban setelah pelaku dinyatakan bersalah. 

Dalam hal ini aparat yang melaksanakan sistem peradilan pidana mulai dari polisi, 

jaksa, hakim serta lapas. Berikutnya hak korban pasca persidangan meliputi hak untuk 

mengajukan restitusi. 

 

2. Adapun hambatan dalam pemenuhan Hak Anak korban kekerasan Seksual berupa 

restitusi adalah mengenai terbatasnya jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimintakan 

serta batasan minimal ataupun maksimal, selain itu perlu dikaji kembali bagaimana 

apabila pelaku menolak untuk membayar restitusi serta batasan (jangka waktu) 

pembayaran restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. 

 

G. Rekomendasi 

Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh institusi ataupun lembaga yang berwenang dalam 

melindungi hak-hak anak. Khususnya terhadap korban ataupun pihak keluarga mengenai 

proses pengajuan hak restitusi ke pengadilan. 
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